SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 10 TAHUN
2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang : a.

Mengingat

1.

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk mengatur kriteria PPTK lebih
lanjut,perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati
Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5115);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);



10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor

19.

20.

24 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 281);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 20);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor
251) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan
menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku
PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

(3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan
wewenang PA/ KPA antara lain:

a.

mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan
SKPD/Unit SKPD;

. menyiapkan dokumen dalam rangka

pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
sesuai ketentuan  peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang/jasa.

(4) Tugas mengendalikan dan melaporkan
pelaksanaan  teknis  kegiatan/sub  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

b. melakukan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.

(5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka
pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan;

menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam ketentuan perundang-undangan; dan



c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK
bertanggung jawab kepada PA/KPA.

(7) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
PA/KPA mengambil alih mandat yang
dilaksanakan oleh PPTK.

(8) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

(9) Penetapan PPTK  berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, besaran anggaran
kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya.

(10)Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi.

(11)PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(12)Dalam hal terdapat sub kegiatan dalam kegiatan
yang sama menjadi tugas dan fungsi lebih dari
satu pegawai ASN, maka diperbolehkan tiap sub
kegiatan diampu oleh PPTK yang berbeda.

(13)Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala
SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.

(14)Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK
merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

(15)Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK

dengan memperhatikan jenjang
jabatan/kepangkatan.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

li i li . : .
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI NATUNA,

ISDARTIANA, SH. MAP ttd

NIP. 197306142000122004 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 327



